Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1177 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Polewali perlu ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten
Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 7);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2017 Nomor 24);

2. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1091 Tahun
2022 Tentang Pembentukan Tim Survey Harga Sewa
Rumah dan Kendaraan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022;

3. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Nomor : B-200/Set.DPRD/Keu/175/10/2022 tanggal 10
Oktober 2022 Hal Usulan Revisi Perubahan Besaran
Tunjangan Transportasi dan Perumahan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar
yakni :

a. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD dengan Kapasitas
isi silinder maksimal 2000cc sebesar Rp.13.250.000 (Tiga
belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

b. Tunjangan  Perumahan  Anggota @~ DPRD  sebesar
Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten
Polewali Mandar.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Polewali Mandar Nomor 379 Tahun 2017 tentang
Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 dan
Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 380 Tahun 2017
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari
2023.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Polewali 23 Desember 2022 ttd

Ditandatangani secara elektronik oleh: ANDI IBRAHIM MASDAR

Kepala Bagian Hukum

WY sSyrahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP

NIP

Pangkat : Pembina
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